GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH JAWA BARAT

Jalan Cikutra No. 276 A Bandung 40124
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Nomor . 3l0/09-F Bandung, 29 Mei 2023

Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penyeragaman Seragam Anggota Gerakan Pramuka.
Kepada Yth,

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Di-

Tempat

Salam Pramuka

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2022 tentang PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGH
PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH, kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari
tertentu yang ditetapkan Sekolah.

2. Pengaturan pakaian seragam Sekolah bertujuan: a. menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme,
kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik; b. menumbuhkan semangat
persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik; c. meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar
belakang sosial ekonomi orang tua atau wali Peserta Didik; dan d. meningkatkan disiplin dan tanggung
jawab Peserta Didik.

3. Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang
ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Adapun pengaturan Seragam Anggota Gerakan Pramuka selain bertujuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di atas, juga bertujuan untuk menyamakan
pantone warna, terkait hal itu Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah menerbitkan :

1. Keputusan nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota
Gerakan Pramuka.

2. Surat edaran nomor 0427-00-A tanggal 6 November 2020 perihal Surat Edaran Pakaian Seragam.

3. Surat Keputusan nomor 158 Tahun 2021 tentang Spesifikasi Kain dan Pantone Warna Pakaian Seragam
Anggota Gerakan Pramuka.

Selanjutnya agar dalam pengadaan seragam dan kain seragam Anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan
ketentuan di atas, serta untuk meningkatkan pendanaan pengelolaan Kepramukaan dimasing-masing
tingkatan, kami mohon kiranya Bapak berkenan menghimbau dalam pengadaannya agar Badan Usaha/
Kedai Gugus Depan Pangkalan SMA, SMK dan SLB dapat bekerjasama dengan Badan Usaha/ Kedai
Kwartir Daerah Jawa Barat (untuk koordinasi dapat menghubungi Kak Deden D. Nugraha HP 08121425017)
dan/ atau Badan Usaha/ Kedai Kwartir Cabang/ Kwartir Ranting di Wilayahnya masing-masing.

'; ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Gerakan Pramuka Jawa Barat

b

PRARATYA, S.I.P., M.lkom.
.001

KWARTIR DAERAY
DawkjATALL

Tembusan :
1. Yth. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2. Yth. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Jawa Barat

Telp. 022 7216914 Fax. 022 7216915
Website : www.pramukajabar.org. email : sekretariat.kwardajabar@gmail.com
Facebook : INFO PRAMUKA JABAR twitter : @pramuka_jabar



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK

JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan
kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
pendidikan menengah jalur pendidikan formal, perlu
pengenaan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik
pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
jalur pendidikan formal,

bahwa untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan
pakaian seragam sekolah yang sesuai dengan kebijakan
nasional pendidikan dan perkembangan masyarakat,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
diberikan kewenangan atribusi untuk mengatur
pengenaan pakaian seragam sekolah dalam Peraturan
Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 5
dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

bahwa pengaturan pakaian seragam sekolah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian
Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah belum dapat
menampung perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat, sehingga perlu diganti;
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Mengingat

Menetapkan

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta
Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa
(SD/SDLB), Sekolah  Menengah  Pertama/Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah
Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan
tertentu.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang
dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah,
yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang
dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari
tertentu yang ditetapkan Sekolah.

Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam
bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh
Peserta Didik pada hari tertentu.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengaturan pakaian seragam Sekolah bertujuan:

a. menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme,
kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di
antara Peserta Didik;

b. menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di
kalangan Peserta Didik;

c. meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar
belakang sosial ekonomi orang tua atau wali Peserta
Didik; dan

d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Peserta
Didik.

Tujuan  pengaturan  pakaian seragam Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi

Sekolah dalam menyusun peraturan tentang pakaian

seragam Sekolah.

BAB II
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 3
Jenis pakaian seragam Sekolah terdiri atas:
a. Pakaian Seragam Nasional; dan
b. Pakaian Seragam Pramuka.
Selain pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekolah dapat mengatur Pakaian Seragam
Khas Sekolah bagi Peserta Didik.
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Pasal 4

Selain pakaian seragam Sekolah dan Pakaian Seragam Khas
Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur
pengenaan pakaian adat bagi Peserta Didik pada Sekolah.

(1)

(2)

(2)

Bagian Kedua
Model dan Warna

Paragraf 1
Pakaian Seragam Nasional

Pasal 5

Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Peserta Didik SD/SDLB berupa atasan kemeja
berwarna putih dan bawahan celana atau rok
berwarna merah hati;

b. Peserta Didik SMP/SMPLB berupa atasan kemeja
berwarna putih dan bawahan celana atau rok
berwarna biru tua; dan

c. Peserta Didik SMA/SMALB/SMK/SMKLB berupa
atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok
berwarna abu-abu.

Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 6
Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, orang tua atau wali masing-masing Peserta Didik
memilih salah satu model Pakaian Seragam Nasional
dengan mengacu pada ketentuan model Pakaian Seragam
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat,
Sekolah dapat memilih model Pakaian Seragam Nasional
yang dikenakan oleh Peserta Didik dengan mengacu pada
ketentuan model Pakaian Seragam Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
Dalam hal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berada di Provinsi Aceh, Peserta Didik yang
beragama Islam mengenakan Pakaian Seragam Nasional
sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan
Aceh, dengan tetap mengacu pada ketentuan model
Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.
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Paragraf 2
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 7
Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu pada model
dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka.

Paragraf 3
Pakaian Seragam Khas Sekolah

Pasal 8
Model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan Sekolah dengan
memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan
agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
keyakinannya.

Paragraf 4
Pakaian Adat

Pasal 9
Model dan warna pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ditetapkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
keyakinannya.

BAB III
PENGGUNAAN DAN PENGADAAN
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 10

(1) Pakaian Seragam Nasional digunakan Peserta Didik paling
sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari
pelaksanaan upacara bendera.

(2) Pakaian Seragam Pramuka dan Pakaian Seragam Khas
Sekolah digunakan Peserta Didik pada hari yang telah
ditetapkan oleh masing-masing Sekolah.

(3) Pakaian adat digunakan Peserta Didik pada hari atau
acara adat tertentu.

Pasal 11
(1) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional pada hari
pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan
atribut.
(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. topi pet dan dasi sesuai warna Pakaian Seragam
Nasional masing-masing jenjang Sekolah; dan
b. bagian depan topi menggunakan logo
Tut Wuri Handayani.
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(3)

(1)
(2)

Ketentuan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pengadaan pakaian seragam Sekolah menjadi tanggung
jawab orang tua atau wali Peserta Didik.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya, Sekolah, dan masyarakat dapat
membantu pengadaan pakaian seragam Sekolah dan
pakaian adat bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan
Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.

Pasal 13

Dalam pengadaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Sekolah tidak boleh mengatur
kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang
tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam
Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan
Peserta Didik baru.

(1)

Pasal 14
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
dan/atau kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan
pakaian seragam Sekolah dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Menteri ini.
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
dan/atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau
hak-hak jabatan; atau
d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
untuk pengenaan sanksi administratif kepada Pemerintah
Daerah dan Kepala Sekolah.

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemerintahan daerah.

jdih.kemdikbud.go.id



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.kemdikbud.go.id



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 893

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK

JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

A. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB
1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
a. Pakaian Seragam Model 1

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
celana.

Celana pendek warna merah
hati, panjang celana S cm di
atas lutut, bagian pinggang
disediakan tali gesper untuk
ikat pinggang, saku dalam pada
sisi kiri dan kanan.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih polos minimal
10 cm di atas mata kaki.
Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
celana.

Celana panjang warna merah

hati model biasa/lurus,
panjang celana sampai mata
kaki, bagian pinggang

disediakan tali gesper untuk
ikat pinggang, saku dalam pada
sisi kiri dan kanan.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih polos minimal
10 cm di atas mata kaki.
Sepatu hitam.

8Bodge nama peserta
didik tulisan hitam

Bodge nama sekolah
dan nams kab/kots, -

tulisan hitam

Badgemerah putih /

ukuran lebar S5cm
ukuran tinggl 3 om

Bodge SO

jdih.kemdikbud.go.id



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
a. Pakaian Seragam Model 1

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Rok pendek warna merah hati,
lipit searah, tanpa saku, bagian
pinggang disediakan tali gesper
untuk ikat pinggang, panjang
rok S cm di bawah lutut.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih polos minimal
10 cm di atas mata kaki.
Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Rok panjang warna merah hati
sampai mata kaki, lipit searah,
tanpa saku, bagian pinggang
disediakan tali gesper untuk
ikat pinggang.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih polos minimal
10 cm di atas mata kaki.
Sepatu hitam.

Badge nama peserta
didik tulisan hitam

Badge nama sekolah
dan nama kab/kota,
tulisan hitam

Badge merah putih
ukuran lebar 5¢cm
ukuran tinggl 3 cm

Badge SD
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c. Pakaian Seragam Model 3
Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik
mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai
berikut.

1. Kemeja putih lengan panjang N
sampai pergelangan tangan,
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

2. Jilbab putih.

3. Rok panjang warna merah hati
sampai mata kaki, lipit searah,
tanpa saku, bagian pinggang
disediakan tali gesper untuk
ikat pinggang.

4. Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

5. Kaos kaki putih minimal 10 cm
di atas mata kaki.

6. Sepatu hitam.

3. Atribut
a. Badge SD dijahitkan pada saku
kemeja.

b. Badge merah putih dijahitkan
pada atas saku kemeja.

c. Badge mnama Peserta Didik
dijahitkan pada kemeja bagian
dada sebelah kanan.

d. Badge nama Sekolah dan nama
kabupaten/kota dijahitkan pada
lengan kemeja sebelah kanan.

Y
s2e
b4

7
9y
37!
Ml

.............
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B. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB
Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
a. Pakaian Seragam Model 1

1.

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
celana.

Celana pendek warna biru tua,
panjang celana 5 cm di atas
lutut, bagian pinggang
disediakan tali gesper untuk
ikat pinggang, saku dalam pada
sisi kiri dan kanan serta satu
saku vest belakang sebelah
kanan.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih polos minimal
10 cm di atas mata kaki.
Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
celana.

Celana panjang warna biru tua,
model Dbiasa/lurus, panjang
celana sampai mata kaki
dengan lingkar kaki minimal 44
cm, bagian pinggang
disediakan tali gesper untuk
ikat pinggang, saku dalam pada
sisi kiri dan kanan serta satu
saku vest belakang sebelah
kanan.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih polos minimal
10 cm di atas mata kaki.
Sepatu hitam.

Hodge SMF
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2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
a. Pakaian Seragam Model 1

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Rok warna biru tua dengan lipit
hadap di kiri dan kanan bagian
muka, ritsleting di tengah
belakang, saku dalam bagian
sisi rok, di pinggang disediakan
tali gesper untuk tempat ikat
pinggang, panjang rok 5 cm di
bawah lutut. lebar 3 cm warna
hitam.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih minimal 10 cm
di atas mata kaki.

Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1.

Kemeja putih lengan pendek
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Rok panjang sampai mata kaki,
warna biru tua dengan lipit
hadap di kiri dan kanan bagian
muka, ritsleting di tengah
belakang, saku dalam di bagian
sisi rok, di pinggang disediakan
tali gesper untuk tempat ikat
pinggang.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih minimal 10 cm
di atas mata kaki.

Sepatu hitam.

Bodge nama peserta

_ didik tulisan hitam

,/ Bodge nama sekolah

" dan nama kab/kota
fulisan hitam

T~ Nadgemerah putih

ukuran lebar Som

A\
) " wkuran gy 3 om
N
\\
~ Bodge SMP
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C.

Pakaian Seragam Model 3
Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik
mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai
berikut.

1.

Kemeja putih lengan panjang
sampai pergelangan tangan,
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Jilbab putih.

Rok panjang sampai mata kaki,
warna biru tua dengan lipit
hadap di kiri dan kanan bagian
muka, ritsleting di tengah
belakang, saku dalam di bagian
sisi rok, di pinggang disediakan
tali gesper untuk tempat ikat
pinggang.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih minimal 10 cm
di atas mata kaki.

Sepatu hitam.

3. Atribut
a. Badge OSIS dijahitkan pada saku

b.

kemeja.

Badge merah putih dijahitkan
pada atas saku kemeja.

Badge nama Peserta Didik
dijahitkan pada kemeja bagian
dada sebelah kanan.

Badge nama Sekolah dan nama
kabupaten/kota dijahitkan pada
lengan kemeja sebelah kanan.

L AT I b e L
- AT A AL
Sodpe
Mergh Toen

.
#en
ST Ko,
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Dodge

NAMA SISWA
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C. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB
1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
Pakaian Seragam Model

a.

Kemeja putih, lengan pendek
memakai satu saku di sebelah kiri
dan dimasukkan ke dalam celana.
Celana panjang abu-abu model
biasa/lurus, panjang celana
sampai mata kaki dengan lingkar
kaki minimal 44 cm, bagian
pinggang disediakan tali gesper
untuk ikat pinggang, saku dalam
pada sisi kiri dan kanan dan satu
saku vest Dbelakang sebelah
kanan.

Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm
warna hitam.

Kaos kaki putih minimal 10 cm di
atas mata kaki.

Sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih, lengan pendek,
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

2. Rok abu-abu dengan lipit

hadap pada tengah muka,
ritsleting di tengah belakang,
saku dalam bagian sisi rok, di
pinggang disediakan tali gesper
untuk tempat ikat pinggang,
panjang rok 5 cm di bawah
lutut.

3. Ikat pinggang ukuran lebar 3

cm warna hitam.

4. Kaos kaki putih minimal 10 cm

di atas mata kaki.

5. Sepatu hitam.

Bodge nama peserta
dicka tufisan hitam

Radge nama sekolab
dan nama kalysote,
tulisan hitam

Hodgrimerah putite
ukuran lebar Som
ukuran tinggl 3 om

Nocdge SMA
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b. Pakaian Seragam Model 2

1.

Kemeja putih, lengan pendek,
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Rok abu-abu panjang sampai
mata kaki, dengan lipit hadap
pada tengah muka, ritsleting di
tengah belakang, saku dalam
pada bagian sisi rok, di
pinggang disediakan tali gesper
untuk ikat pinggang.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih minimal 10 cm
di atas mata kaki.

Sepatu hitam.

c. Pakaian Seragam Model 3
Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik
mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai
berikut.

1.

Kemeja putih, lengan panjang
sampai pergelangan tangan,
memakai satu saku di sebelah
kiri dan dimasukkan ke dalam
rok.

Jilbab putih.

Rok abu-abu panjang sampai
mata kaki, dengan lipit hadap
pada tengah muka, ritsleting di
tengah belakang, saku dalam
pada bagian sisi rok, di
pinggang disediakan tali gesper
untuk ikat pinggang.

Ikat pinggang ukuran lebar 3
cm warna hitam.

Kaos kaki putih minimal 10 cm
di atas mata kaki.

Sepatu hitam.

jdih.kemdikbud.go.id



3. Atribut

a. Badge OSIS dijahitkan pada saku o
kemeja. g SMASSMALRSWE/ SN
b. Badge merah putih dijahitkan

pada atas saku kemeja.
c. Badge nama Peserta Didik ]

dijahitkan pada kemeja bagian |

dada sebelah kanan. L e
d. Badge nama Sekolah dan nama ‘

kabupaten/kota dijahitkan pada .= L

lengan kemeja sebelah kanan.

(] At
| I OO ) NAMA SIS WA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

jdih.kemdikbud.go.id



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: ‘7% TAHUN 2021 . o
TENTANG ’
SPESIFIKASI KAIN DAN PANTONE WARNA

PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : a.

Mengingat 1
. Keputusan Presiden Rl Nomor 67/M Tahun 2018 tentang Pengukuhan

bahwa Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka selain berfungsi
sebagai sarana pendidikan dan indetitas juga ditujukan agar para anggota
Gerakan Pramuka yang mengenakan memiliki ahlak mulia sesuai Satya dan
Darma Pramuka serta memiliki jiwa korsa dan berdisiplin;

bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Seragam Anggota Gerakan Pramuka
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka Nomor 174 Tahun 2012, belum menentukan spesifikasi kain dan
pantone warna secara konsisten dan akurat pada Pakaian Seragam Anggota .
Gerakan Pramuka;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a danb

dipandang periu menetapkan spesifikasi kain dan pantone warna Pakaian
Seragam Anggota Gerakan Pramuka yang dituangkan dalam Surat
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023;
Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018
tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012, tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;
Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 140 Tahun 2021, tentang
Sistem Administrasi Kwartir.

Memperhatikan : Saran dan arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Pertama . Spesifikasi Kain dan Pantone Warna Pakaian Seragam Anggota Gerakan
Pramuka sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka agar dapat
menyesuaikan, dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta.
Padata .9 November 2021
Kwartir Nesiopal Gerakan Pramuka
‘Ketua, |} !
SALINAN disampaikan kepada Yth - | g \-
1. Presiden Rl selaku Ketua Mabinas. JP—
2. Para Gubernur Sulawesi selaku Ketua Mabida Komjen P (Pum} s. Budi Waseso
3. Para Ketua Kwarda Gerakan Pramuka untuk '
diteruskan ke jajaran dibawahnya = ' \&



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No. 6 « Jakarta 10110 » indonesia

Nomor : OAL] o00-A Jakarta, fo November 2020
Lampiran: 1 {satu) liembar

Perthal : Surat Edaran Pakaian Seragam

Kepada Yth.

1. Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
2. Para Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka

di seluruh Indonesia

Salam Pramuka,

Kami beritahukan bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka akan mengadakan program

pengadaan seragam Pramuka untuk anggota muda/peserta didik dan anggota dewasa, dengan

fujuan untuk;

a. Menyeragamkan standar pakaian seragam Pramuka untuk masing-masing jenjang peserta
didik dan anggota dewasa, baik bahan, warna maupun modelnya;

b. Menghidupkan usaha penjualan pakaian seragam Pramuka di kwartir-kwartir sehingga dapat
membantu pendanaan di kwartir cabang dan kwartir daerah serta Kwartir Nasional.

Produksi pakaian seragam Pramuka dilakukan hanya oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
sehingga kualitas, model dan warna menjadi sama. Sebagai pelaksana pengadaan dilakukan
oleh PT. Bahtera Tunas Mandiri (perusahaan milik Kwamas Gerakan Pramuka) yang selanjutnya
akan disitribusikan dengan melibatkan seluruh Kedai Pramuka yang dimiliki oleh kwartir daerah
dan kwartir cabang di seluruh Indonesia

Untuk mendapat jumlah seragam yang akan diproduksi maka Kwartir Nasional mengharap
masukan dari masing-masing kwartir daerah dan kwartir cabang tentang jumlah kebutuhan
seragam Pramuka, seperti formulir terlampir.

Kwartir Cabang dalam mengisi formulir kebutuhan/pesanan seragam Pramuka disesuaikan

dengan jumiah siswa baru yang akan masuk sekolah baik SD, SMP, SMA maupun Madrasah
ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah serta pesantren.

Kami harapkan formulir kebutuhan/pesanan tersebut ditandatangani oleh Kakwarcab dan
diketahui oleh Kamabicab dan dikiim ke Kwamas Pramuka cg. PT. Bahtera Tunas Mandiri

paling lambat 31 Desember 2020, melalui email: ptbtm.kwamas@gmail.com atau WA no:
081219194352

a3 perhatian dan kerjasama Kakak-kakak kami ucapkan terima kasih.

}r/'

2. Para Gubernur selaku Ka Mabida Gerakan Pramuka
3. Para Bupati/Walikota selaku Ka Mabicab Gerakan Pramuka

_ Telp. : (021) 3507645 Fax. : (021) 3507647
E-mail : kwamas@pramuka.or.id kwarnas@centrin.net.id » Homepage : http:/fwww.pramuka.orid





